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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974/ Kep. 246 -DxkpminFo/ 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

Mengingat

TALIT IN /\P\IGf‘.ADI\T\I 29099

LixdAN 421N NALMNLMY Voo

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa sebagai penghargaan atas kinerja dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, kepada
instansi pelaksana pemungut retribusi dapat diberikan
insentif pemungutan retribusi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tara Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 5 Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022, penerima
pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati  tentang  Pemberian Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah Pengendalian Menara
Telekomunikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
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Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 4355j;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuin 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Nomor 3);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019 Nomor 238), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36
Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan



tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH : Mekanisme pembagian insentif dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal || APrEL 2022

@/ BUPATI PU RWAKARTA{,

RATNA MUSTIKA



